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KODE ETIK PEGAWAI

ASN PEMPROYV

KATA PENGANTAR

Puji Syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, berkat rahmat dan karunia-Nya Buku Saku terkait
ketentuan Kode Etik dapat disusun dengan baik guna memenuhi Kegiaatan Aktualisasi Pendidikan dan Pelatihan Calon
Pegawai Negeri Sipil (Diklat CPNS) Golongan III Pemerintah Provinsi DKI Jakarta.

Terima kasih kami sampaikan kepada :

e |bu Dra. Maria Qibtya, selaku Plt Kepala BPSDM
Provinsi DKI Jakarta, sekaligus selaku Kepala BKD
Provinsi DKI Jakarta, yang dengan sabar membimbing
para CPNS sehingga sampai ke tahap rancangan dan
pelaksanaan Aktualisasi.

* |bu Indang Murningsih, S.Pd, M.M., selaku Kepala
Bidang Pengembangan Kompetensi Dasar dan

Manajerial BPSDM

® |bu Arina Nur Kusuma, selaku Plt. Kepala Sub Bidang
Peraturan Pegawai, Badan Kepegawaian Daerah,
sebagai mentor bagi Peserta yang telah memberikan
masukan dalam rangkaian proses aktualisasi.

* |bu Susi Susilawati Harahap, S.Sos, M.Si, selaku coach
yang telah membimbing dan memberikan arahan
dalam menyusun pola aktualisasi dan rancangan
aktualisasi.

e Orangtua, Istri, serta Keluarga Peserta, yang
senantiasa memberikan dukungan dan do’a kepada
Peserta;

* Teman Sejawat Subbidang Peraturan Pegawai yang
telah memberikan bantuan dan dukungannya;

e Bapak/Ibu Widyaiswara dan para Panitia dari BPSDM

Pemerintah Provinsi DKI Jakarta;

e Seluruh teman-teman seperjuangan Peserta
Latsar CPNS Provinsi DKI
Jakarta Angkatan 87 Kelompok 3;

Pemerintah

* Berbagai pihak yang tidak dapat Peserta
sebutkan satu per satu yang telah
memberikan dukungan selama proses

Pelatihan Dasar.

Semoga buku saku ini dapat bermanfaat dan

berkontribusi untuk membantu dalam
memberikan pemahaman tentang Kode Etik
bagi para pegawai di lingkungan Pemerintah

Provinsi DKI Jakarta.

Bahwa penyusunan buku saku ini masih jauh

dari kata sempurna, sehingga saran ataupun
masukan dari berbagai pihak sangat
diharapkan agar dapat dilakukan perbaikan

lebih lanjut di masa depan.

Salam
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KODE ETIK PEGAWAI ASN PEMPROV DKI

DASAR HUKUM

UNDANG UNDANG NO 5 TAHUN 2014
TENTANG APARATUR SIPIL NEGARA

PERATURAN PEMERINTAH NO. 42
TAHUN 2004 TENTANG PEMBINAAN
JIWA KORPS DAN KODE ETIK
PEGAWAI NEGERI SIPIL

PERATURAN GUBERNUR DKI
JAKARTA NO 18 TAHUN 2015
TENTANG KODE ETIK ASN DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH
PROVINSI DKI JAKARTA
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KODE ETIK PEGAWAI ASN PEMPROV DKI

PENGERTIAN

Kode Etik adalah pedoman, sikap,
tingkah laku dan perbuatan Pegawai
Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah
dengan Perjanjian Kerja di dalam
melaksanakan tugasnya dan pergaulan
hidup seharihari.

TUJUAN

mengoptimalkan pelaksanaan

tugas dan fungsi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan;

e meningkatkan disiplin baik dalam
pelaksanaan tugas maupun dalam
kehidupan bermasyarakat,
berorganisasi, berbangsa dan
beragama;

e menciptakan lingkungan kerja yang
harmonis dan kondusif; dan

e meningkatkan etos kerja, kualitas
kerja dan perilaku yang profesional.

04



KODE ETIK PEGAWAI

NILAI
DASAR

0}
02

03
04

05

06

07

08

MEMEGANG TEGUH IDEOLOGI
PANCASILA;

SETIA DAN MEMPERTAHAN-
KAN UUD 1945 SERTA
PEMERINTAHAN YANG SAH

MENGABDI KEPADA NEGARA
DAN RAKYAT INDONESIA

MENJALANKAN TUGAS
SECARA PROFESIONAL DAN
TIDAK BERPIHAK

MEMBUAT KEPUTUSAN
BERDASARKAN PRINSIP
KEAHLIAN;

MENCIPTAKAN LINGKUNGAN
KERJA YANG
NONDISKRIMINATIF;

MEMELIHARA DAN
MENJUNJUNG TINGGI
STANDAR ETIKA YANG
LUHUR

MEMPERTANGGUNGJAWAB-
KAN TINDAKAN DAN
KINERJANYA KEPADA
PUBLIK;

09

10

12
13

14
15

05 -

ASN PEMPROV DKI

MEMILIKI KEMAMPUAN
DALAM MELAKSANAKAN
KEBIJAKAN DAN PROGRAM
PEMERINTAH;

MEMBERIKAN LAYANAN
KEPADA PUBLIK SECARA
JUJUR, TANGGAP, TEPAT,
CEPAT, AKURAT, BERDAYA
GUNA, BERHASIL GUNA DAN
SANTUN;

MENGUTAMAKAN
KEPEMIMPINAN
BERKUALITAS TINGGI;

MENGHARGAI KOMUNIKASI,
KONSULTASI DAN KERJA
SAMA;

MENGUTAMAKAN
PENCAPAIAN HASIL DAN
MENDORONG KINERJA
PEGAWALI;

MENDORONG KESETARAAN
DALAM PEKERJAAN; DAN

MENINGKATKAN
EFEKTIVITAS SISTEM
PEMERINTAHAN YANG
DEMOKRATIS
SEBAGAI PERANGKAT
SISTEM KARIER.
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KODE ETIK PEGAWAI ASN PEMPROV DKI

=

PELAKSANAAN
ETIKA

Setiap pegawai dalam pelaksanaan tugas kedinasan dan kehidupan sehari-hari
wajib bersikap dan berpedoman pada :

a) etika dalam bernegara dan penyelenggaraan pemerintahan;
b) etika dalam berorganisasi;
¢) etika dalam bermasyarakat;
d) etika dalam melakukan pelayanan terhadap masyarakat;
e) etika dalam melakukan koordinasi dengan instansi lain;
f) etika terhadap sesama pegawai; dan

g) etika terhadap diri sendiri.

S ——=)

()

DOs/DON'Ts :

- tidak memasuki tempat yang tidak pantas/dapat menurunkan harkat
f:f; martabat pegawai dengan identitas PNS, kecuali untuk tujuan kedinasan

- melayani masyarakat harus responsif, cepat, dan santun, sehinggaa
bermalas-malasan dalam pelayanan merupakan pelanggaran kode etik

- menghindari poisisi hanya berdua bersama dengan lawan jenis di dalam

suatu ruangan tertutup

- menghindari bertemu/berkomunikasi dengan pihak-pihak yang berpotensi
memiliki konflik kepentingan dalam kaitan wewenang dan jabatan

- menghindari menunjukkan gaya hidup hedonisme sebagai bentuk empati

- kepada masyarakat terutama kepada sesama Pegawai;

- menghindari sikap dan perilaku yang tidak sesuai dengan identitas

seksual dan gender yang bersangkutan, serta perilaku LGBT

—)
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6 KOMITE ETIK

Dibentuk tiap ada dugaan pelanggaran kode etik
(dengan pembentukan sesuai Format 1 lampiran)
Pembentukan oleh Gubernur (jika pelanggar eselon
I), Sekda (jika pelanggar eselon II), serta Kepala
Dinas/Badan/Biro (jika pelanggar eselon III atau
IV, serta pejabat fungsional/lainnya)

Keanggotaan terdiri atas minimal 5 orang (1 orang
Ketua, 1 orang Sekretaris, dan paling kurang 3
orang Anggota), dimana jabatan Anggota Komite
tidak boleh lebih rendah dari yang diperiksa
Memiliki tugas untuk memeriksa dugaan
pelanggaran, menetapkan jenis pelanggaran,
membuat rekomendasi pemberian sanksi, dan

menyampaikan rekomendasi sanksi kepada

Pejabat Yang Berwenang (PYB)

8 0

07
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MEKANISME
PEMERIKSAAN
KOMITE ETIK

e Pegawai yang diduga melakukan pelanggaran
dipanggil secara tertulis (serta saksi jika ada)

e Pemeriksaan dilakukan secara tertutup (hanya
dihadiri pegawai, Komite, serta saksi jika ada)

e Pegawai wajib menjawab tiap pertanyaan oleh Komite
(iika tidak mau menjawab, maka dianggap mengakui
dugaan pelanggaran) =

e Hasil pemeriksaan dituangkan dalam Berita "

Acara Pemeriksaan (sesuai Format 2 lampiran)

MEKANISME
SIDANG KOMITE
ETIK

e Komite mengambil keputusan setelah memeriksa pegawai

e Keputusan diambil secara musyawarah mufakat dalam
Sidang Komite Etik tanpa dihadiri pegawai bersangkutan

e Sidang dinaggap sah jika dihadiri Ketua, Sekretaris, dan
paling sedikit 1 Anggota

e Keputusan sidang Komite Etik berupa rekomendasi (sesuai
Format 3 lampiran)

e Komite Eitk menyampaikan BAP dan keputusan
sidang/rekomendasi kepada Pejabat Yang Berwenang
menjatuhkan sanksi (sebagai bahan dalam menetapkan
keputusan penjatuhan sanksi)

e Penjatuhan sanksi oleh Pejabat Yang Berwenang ditetapkan

dengan keputusan (sesuai Format 4 lampiran)
- 08 -



‘ MAJELIS KODE ETIK

e Bersifat Ad-Hoc, serta diangkat dengan Keputusan Gubernur

e Keanggotaan terdiri atas 5 orang (Ketua yaitu Sekda, Sekretaris
yaitu Kepala BKD, serta 3 orang Anggota yaitu Kepala Biro
Hukum, Unsur Inspektorat, dan Unsur BKD Bidang Pengendalian)

e Memproses permohonan Banding dari pegawai yang telah
dikenakan sanksi berdasarkan keputusan Pejabat Yang Berwenang
(permohonan Banding harus diajukan dalam 14 hari kerja sejak
penetapan penjatuhan sanksi)

* Memeriksa dan mengadili pelanggaran Nilai-Nilai Kode Etik yang

dilakukan oleh pegawai

()]



MEKANISME PEMERIKSAAN
MAJELIS KODE ETIK

PENGADUAN/TEMUAN -

DITELAAH OLEH Sk
SEKRETARIAT MAJELIS .
KODE ETIK. 1

AT o

!

SEKRETARIAT MAIJELIS KODE
ETIK MENYAMPAIKAN HASIL
TELAAHAN KEPADA KETUA

MAIJELIS KODE ETIK.

!

MAIJELIS KODE ETIK MENGADAKAN RAPAT DAN
MEMBUAT KESIMPULAN APAKAH PENGADUAN
LAYAK ATAU TIDAK UNTUK DITINDAKLANJUTI

DENGAN PEMERIKSAAN

PROSES
DILANJUTKAN
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Dilakukan:
e pemanggilan
Sidang Majelis )  parapihak
Kode Etik e pengumpulan
bukti-bukti
e pemeriksaan
bukti-bukti

MEKANISME
SIDANG M

Hasil pemeriksaan

MAJELIS KODE dituangkan dalam

Berita Acara
ETIK Pemeriksaan yang
ditandatangani oleh
£ seluruh Majelis yang
memeriksa dan
Terlapor (sesuai
Format 6 lampiran)

Dalam putusannya Majelis v
Kode Etik harus4 ‘

« ___ _ _ reeves ADA g::ccctve
m.enc.antumkan sanksi yang : Majelis Kode Etik
diberikan. :

memutuskan dan
< menetapkan ada atau
Pemulihan nama baik yang : tidak pelanggaran
ditetapkan . s dengan < ...... TIDAK‘ ............... é terhadap kode etik
:ﬁiutusan Majelis Kode (sesuai Format 7
i

lampiran)

11
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JENIS
SANKSI

A. Sanksi Moral

1) Pernyataan secara tertutup

Sanksi disampaikan oleh pejabat yang
berwenang dalam pertemuan tertutup
yang dihadiri oleh pegawai yang
bersangkutan serta pejabat terkait

2) Pernyataan secara Terbuka

Sanksi disampaikan oleh pejabat yang
berwenang melalui forum pertemuan
resmi, upacara bendera, media massa,
papan pengumuman dan forum lain
yang dipandang sesuai untuk itu

B. Sanksi Administratif

Sanksi administratif berupa penjatuhan
hukuman  disiplin  sesuai  dengan
ketentuan peraturan perundang-
undangan tentang disiplin PNS.
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LAMPIRAN

1. Format Pembentukan Komite Etik

FORBAT 1

FEMBENTUREAN KDKITE ETIK
HOSIDR

1. Berdagarcan aSdanga dugaan  palanggaran HEoda el yang dimegkan  olah
Sar MIF panghad SER—— - .- ) [
mBaka pafy disstikan pamerisaan

2. Bardasarkan parimbargan sshagamana dmakss] pada angka 1, parlu mambaniuk
Komita Elik yang ferdid dari :

a MNama
P

Pangkat
Jabsatan

b, PMama
HIF

Pangiat
Jabatan
o. MHoma
HIF
Pargkal .
JAESEA !

d, dal

3 Damikian bl Slakaaraian sekagaimana mastinya,

Makais, ... ...

Fejabat yang menetapken Komia Etk

lamrEsuEan ;
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LAMPIRAN

2 Format Berita Acara Pemeriksaan Komite Etik

FORMAT 2
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
BERITA ACARA PEMERIKSAAN KOMITE ETIK
. : Yang diperiksa Komite Etik
Pada hari ini ............ B6eggal ... Dulan . tahun .. ... Komite Btk Namg . Ketua
yang dibeniuk berdasadcn Kepulusan ... nomar tanggal roee NIP - Nama
A EY-Masing Tanda Tangan : NIP
Tanda Tangan
1. Mama RO B AT it e Saksi : Sekretaris
Nama H Nama
g e - ——_— NIP . NIP
Pangkat o e Tanda Tangan : Tanda Tangan
Jabatan Anggota
1. Nama
: . e e NIP
2. Nama - s = Tanda Tarcan
- e - 2. Nama
Panghat U mamian i e NIP
Jebatan : C- Tanda Tangan
3. Mama FTE— = ==
HIF B mec s L R e S T T *)  Tulislah ketentuan kode etik yang dilanggar
Fangiat - e L E
Jabatan
4, dst =

mslaku kan pemanksaan terhadap

Mama
MIP
Panghkat
Jakatan
Linit Karja

karena yang bersangkutan diduga ielah malakokan pelangparan kode ofk lerhadap
kobenhsan .. ")
1. Pertanyaan :
Javwaban -
2 Panfanyaan |
Jawaban |

3 Dex



LAMPIRAN

3. Format Rekomendasi Komite Etik

FORMAT 3

Kepada
Yth.

di

REKOMENDASI KOMITE ETIK

1. Bersama ini kami sampaikan rekomendasi Komite Etik sebagai berikut :
Pada hari ........... tanggal ........... Komite Etik telah memeriksa Saudara :
Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja
Dalam é‘emeriksaan tersebut, yang bersangkutan terbukti/tidak terbukti*) melakukan
perbuatan yang melanggar ketentuan ...**) berupa .....
Berdasarkan Sidang Komite Etik pada hari .... tanggal .... Komite Etik telah
memutuskan bahwa pegawai yang bersangkutan untuk :
1) Dijatuhi sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) karena

melanggar ketentuan ...**) vaitu ...

2) Dikenakan tindakan administratif sesuai peraturan perundang-undangan***).

2. Sebagai bahan dalam menetapkan keputusan penjatuhan sanksi moral, bersama ini
kami lampirkan Berita Acara Pemeriksaan Pegawai yang bersangkutan.

3. Demikian rekomendasi ini disampaikan, untuk digunakan sebagaimana mestinya
sesuai peraturan perundang-undangan.

" Ketua
NMAMA .onvmnnsanninimmmimisas
NIP
Sekretaris

Tembusan :

1:

25

*)  Coret yang tidak perlu

**)  Tulislah ketentuan kode stik yang dilanggar
***) Ditulis apabila direkomendasikan pula tindakan administratif



LAMPIRAN

4 Format Penjatuhan Sanksi Moral oleh PYB

FORMAT 4
FEPLTLEBAN ... . oo e sisii )
MNOMOR.... ... e
TEMTANG
PERJATUHAN SANKE! MORAL KEPADA SAUDARA.._..........—..
YANG BERUPA PERNYATALM TERTUT Lll'-'.rl'l'-_HHJJKh"":l
DEMGAN RAHMAT TUHAN YANGE MAHA ESA
asaq
Marambang a. bafwa dangan pembaniuian Homila Bk  MoEer

tanggad ..., tlah dibanbi Komite Etk unbik memerksa dugaan
pEEngoaran kode =i yamg clkoken oleh Seudses . NP
Jabalam ... Unit kesja ...

b. bahwa reomendasi Komile ESK targgal .... Sawdara ... terbukb
melakukan perbustan yang melanggar kebanluan %) dEn
mariluakan unlsk *];

o babwm bordasarkan patimbangan sebagimana dimakssd dalam
hurufl a dan huruf b, pedu menstapkan Keguilusan.........."] lentang
F'nn-_,u_lhm Sanksl Morgd Kepada Saudar.........., yang Senupa
Permyataan Terfubs/ Tarbuaka™ )

bangingat 1. Undang-lndang Momor & Tahun 2094 Tantang Aparatur Sipl

Magarac

2, Parafuran Pamarintah  Nomor 42 Tahun 2004 Tentang Pembingsn
Jiwa Korps Koda Elik Pegawal Moger Sipik;

3. (Peraluran barkail ainnya ]

MEMUTLISHANM :

Menetpkan KEPUTUSAM.............. *I TENTARG PEMJATUHAN SANKS| MORAL
KEFADA SAUDMRA... ... YAMNG BERUPA PFERMNYATAAN
TERTUTURTERBLIEKA™)

EESATU Manjalublkan sanksl moral berdapa permnyataan  lecubupiercboka ™)

kapadn L

Mams
i
Panghat
Janatan
Unit Kerja ] b

Torbidsi rmelanogar Kode Etik 45N sshagaimana dilersfukan dalam
Pasal ...™) banga ... ")

.
4
KEDLIA ! Kepads Saudara......sebagaimans dmaksud pado dikium HESATLU,
diatuhkan sanks manal yang banipa pesmyataan tarutupierbuka™*).

KETIGA Kaputusan ini mulai baraks pada langgal ., """,

Dataphan di ..o

padda tangoal

5 |

MNP ...
Tambugan :
1. Kapala BKD

2. Pejabat lain yarg danggep perk

“ Tulislah nama jabatan dar pajabat yang benwenang meanjatuhian sanisi maornal

b Tulisiah ketermuan Pergub Momear ... Tabun _. yang dianggar

"} Tulishah rekomendasi desi Komia Elik

T Corel yang ldak pedu

=== Apabila Kepulusan disampaikan secam teriutup, maka Kepuhsan tarsehut mulal
beraku pada saat dsampaikan kepada yang bersanghifan. Apabils Keputusan
disampakan secara tarbuka, maka Kaputuean tersabui mulal bertaku pada sast
disampaloan sacara harbiss



LAMPIRAN

5. Format Berita Acara Penyampaian Sanksi Moral

FORMAT 5
BERITA ACARA PENYAMPAIAN SANKSI MORAL
BERUPA PERNYATAAN SECARA TERTUTUP/TERBUKA *)
Pada hariini ........... TENGARL wimses 011 -1 5 | tahun ........... saya
NEMA 0 ) hiasssneansihisvesisniaevivesiees sna e
NIP I ol
Pangkat/GOLRUANG ©  covimsussvimiismismsmsm s s ot iissss
Jabatan Y R TR A R P e
telah menyampaikan Keputusan ........... nomor ........... tanggal ........... tentang

penjatuhan sanksi moral berupa pernyataan secara tertutup/terbuka*) yang telah
dibacakan secara terbuka pada tanggal ........... bulan ........... tahun ........... tempat
......... dalam acara ........... **) kepada :

NIP
Pangkét!Gol.Ruang
Jabatan

Demikian Berita Acara Penyampaian Secara Tertutup/Terbuka ini dibuat agar dapat
digunakan sebagaimana mestinya.

Yang menerima, Yang menyerahkan,

*) Pilih salah satu
**) Bagi ASN yang dijatuhi sanksi moral berupa Pernyataan Secara Terbuka



LAMPIRAN

6. Format Berita Acara Pemeriksaan Majelis Kode Etik

FORMAT & 2
BERITA ACARA PEMERIKSAAN o , B G s i
Demikian Berita Acara Pemeriksaan ini dibuat untuk dapat digunakan sebagaimana
mestinya.
Pada hari ini ............. tanggal ............. bulan .. SAEhun s Majelis Kode
Etik yang dibentuk berdasarkan Keputusan - 11 [ - | T T T o P PO B A AR AR
masing-masing : = :
Yang diperiksa Majelis Kode Etik
1. Nama 1o Nama : Ketua
NIP =l NIP 2 Nama
Pangkat - Tanda Tangan : NIP
- — Tanda Tangan
Jabatai
Eean Saksi Sekretaris
e Nama % Nama
2. N 3
N::Ta : e ———————— NIP : NIP
P g e Tanda Tangan : Tanda Tangan
'angkat
Jabiata Anggota
 — e T 1. Nama
N NIP
3. Nama SRS S e Tanda Tangan
IP e e e 2. Nama
Pangkat : NIP
Jabatan Tanda Tangan
4. Dst T T

melakukan pemeriksaan terhadap :

Nama
NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

karena yang bersangkutan diduga telah melakukan pelanggaran kode etk terhadap
ketentuan ...

i B Pertanyaan :
Jawaban :
Z. Pertanyaan :

Jawaban :




L

AMPIRAN

7. Format Keputusan Majelis Kode Etik

PENJATUHAN SANKSI MORAL/PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA

Menimbang

Mengingat

Menetapkan

KESATU

FORMAT 7

KEPUTUSAN ... ™)
NOMOR.......covvvnees

TENTANG

YANG BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA

a.

3

4.

KEPUTUSAN...........ocvveens®)

. bahwa Saudara

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

bahwa dengan Keputusan .... Nomor ....

Majelis Kode Etik;

tanggal .... telah dibentuk

mengajukan permohonan banding atas

Keputusan .... **) Nomor ... tanggal ....;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan... ;
tentang Pematuhan Sanksi Moral/Pemulihan Nama Balk "*‘}
Kepada Saudara.... vyang Berupa Pemnyataan Tertutup/
Terbuka******);

. Undang-Undang MNomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil

Negara;

. Peraturan Pemerintah MNomor 42 Tahun 2004 tentang Pembinaan

Jiwa Korps Kode Etik Pegawai Negeri Sipil;
(Peraturan terkait lainnya);
Peraturan Gubernur Nomor .... Tahun .... tenﬁng Kode Etik

Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Provinsi Daerah
Khusus Ibukota Jakarta;

MEMUTUSKAN :

TENTANG PEMJATUHAN SANKSI

MORAL/PEMULIHAN NAMA BAIK KEPADA SAUDARA....YANG
BERUPA PERNYATAAN TERTUTUP/TERBUKA).

Menjatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik berupa pernyataan
tertutup/terbuka kepada :

Nama

NIP
Pangkat
Jabatan
Unit Kerja

Terbukti/tidak terbukti '“) malanggar Kode Etik ASN sebagaimana

ditentukan dalam Pasal .

. berupa ..

KEDUA Kepada Saudara....sebagaimana dirnaksud pada diktum KESATU,
dijatuhkan sanksi moral/pemulihan nama baik**) yang berupa
pernyataan tertutup/terbuka******),

KETIGA Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ...

Ditetapkan di .

pada tanggal

___________________________________ “
Tembusan :

Pejabat lain yang dianggap perlu

" Tulislah nama jabatan dari pejabat yang berwenang menjatuhkan sanksi moral

") Keputusan Pejabat yang menetapkan sanksi atas rekomendasi Komite Etik.

***)  Coret salah satu

****) Ketentuan yang dilanggar

**+*) Putusan Majelis Kode Etik

*+++%) Apabila Keputusan disampaikan secara tertutup, maka Keputusan tersebut mulai
berlaku pada saat disampaikan kepada yang bersangkutan. Apabila Keputusan
disampaikan secara terbuka, maka Keputusan tersebut mulai berlaku pada saat
disampaikan secara terbuka
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